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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Analisis Tempat Penitipan Anak Dalam Perspektif Hukum
Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.” Penelitian ini
dilakukan secara normatif yang mempelajari berbagai literatur yang berhubungan
dengan penelitian dan didukung dengan data lapangan berupa wawancara langsung
dengan kepala sekolah di Tempat Penitipan Anak Cipta Kreatif Bangsa Preschool
dan daycare Palembang, bunda pengasuh di Tempat Penitipan Anak Pinguin daycare
Palembang, dan dua orang pihak wali anak yang menitipkan anaknya di dua daycare
tersebut demi memperkuat data dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui karakteristik hubungan hukum dari pihak penitip anak dengan pengelola
tempat penitipan anak menurut KUHPerdata, dan Untuk mengetahui upaya hukum
yang dapat dilakukan apabila pihak tempat penitipan anak melakukan wanprestasi.
Penelitian ini menyimpulkan pertama, karakteristik hukum dari perjanjian antara
pihak penitip dengan pengelola tempat penitipan anak merupakan bentuk dari
perjanjian penggunaan jasa-jasa tertentu. Kedua, perjanjian untuk melakukan jasa-
jasa tertentu diatur di dalam KUHPerdata, artinya pengaturan dari perjanjian antara
pihak penitip dengan pengelola tempat penitipan anak harus mengikuti pengaturan
umum yang ada dan tertulis di dalam KUHPerdata. Ketiga, upaya hukum yang
diambil oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian
antara pihak penitip dengan pengelola tempat penitipan anak melalui penyelesaian
secara negoisasi kekeluargaan yang didasarkan pada seberapa besar kerugian yang
dialami sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. apabila
penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan hasil maka akan menempuh jalur
hukum yaitu melalui pengadilan dimana TPA atau daycare tersebut berdiri.

Kata Kunci: Penitipan Anak, Karakteristik Hukum, Wanprestasi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di dalam buku 111 telah
merumuskan berbagai aturan yang memiliki relevansi timbulnya sebuah perikatan
(Van Verbintenissen). Menelisik sumber dari perikatan sendiri berbagai literatur
menyebutkan sebuah perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.* Hal
ini diperjelas di dalam Pasal 1233 bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan
atau Undang-Undang. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata memiliki rumusan
sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih. Adapun salah satu perjanjian yang diatur di dalam

KUHPerdata adalah perjanjian yang mengatur tentang perjanjian penitipan.

Perjanjian penitipan diatur di dalam Buku ke Il Bab ke XI Pasal 1694 s.d
Pasal 1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bagian satu dari Bab XI ini
memuat rumusan perihal penitipan barang pada umumnya dan berbagai jenisnya.
Frase penitipan barang secara umum memiliki rumusan pengertian seperti yang diatur
di dalam Pasal 1694 KUHPerdata bahwa Penitipan barang terjadi bila seseorang
menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian
mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Perjanjian penitipan barang

merupakan perjanjian yang mana objek dari perjanjiannya adalah barang.

! Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT Intermasa, him. 122



Terminologi barang sendiri memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berwujud dan
berjasad.> Artinya KUHPerdata mengenal adanya perjanjian penitipan, tetapi
perjanjian penitipan tersebut sebatas perjanjian penitipan barang yang objek dari

perjanjiannya adalah barang.

Namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan hukum masyarakat semakin
kompleks. Status quo menunjukan bahwa apa yang terjadi di lapangan (das sein)
selalu bergesekan dengan berbagai teori ataupun aturan hukum yang ada di dalam
sistem hukum Indonesia (das sollen). Salah satu contoh hubungan hukum yang
menimbulkan suatu perjanjian dimana secara teoritis maupun gramatikal tidak
disebutkan di dalam aturan hukum adalah terkait munculnya Tempat Penitipan Anak

yang selanjutnya disebut sebagai TPA atau daycare.

TPA atau daycare muncul Seiring progresivitas daya pikir masyarakat
Indonesia berkembang, kebutuhan masyarakat khususnya mereka yang sudah
berumah tangga semakin variatif dan kompleks. Kebutuhan dalam memenuhi
primary needs keluarga membuat terjadinya pengalihan fungsi keluarga yang semula
lebih banyak waktu mebersamai anak menjadi berkurang karena disibukan berbagai
faktor pendukung kesibukan. Status quo menunjukan akibat kebutuhan rumah tangga
yang semakin meningkat membuat orang tua lebih banyak memilih bekerja dan

menitipkan pengasuhan anaknya ke TPA atau daycare. Sehingga memberi peluang

? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Barang, https://kbbi.web.id/barang, Diakses pada
tanggal 24 Januari 2019. Pukul 11.54 WIB.



besar bagi berkembangnya tempat penitipan anak di Indonesia (daycare) dengan
menyediakan berbagai macam penawaran yang dapat menarik minat orang tua untuk
menitipkan anaknya seiring kesibukan rutinitas orang tua yang semakin padat.
Alhasil TPA atau daycare semakin bermunculan eksistensinya dalam berbagai bentuk
bahkan konsepan yang menarik. Berbagai penyedia jasa penitipan anak ini saling
berlomba menarik perhatian dan minat segmentasi orang tua agar tertarik dengan

berbagai penawaran yang mereka berikan.

TPA atau daycare merupakan sebuah lembaga sosial yang masih bagian dari
pendidikan anak usia dini yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam
hal ini Departemen Sosial.®> Departemen Sosial Republik Indonesia memberikan
definisi terhadap TPA sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada
anak melalui pendidikan dan perhatian karena rasa kekhawatiran yang dapat
menghambat anak karena ditinggalkan oleh orang tua untuk bekerja.* TPA adalah
salah satu bentuk adaptasi lembaga sosial yang ada di Amerika Serikat. Lembaga
sosial tersebut adalah Head Start Project yang diresmikan pemerintah Amerika
Serikat pada tahun 1965 sebagai wadah bagi anak yang ditinggalkan oleh orangtua
nya untuk bekerja agar mampu berkembang secara motorik dan psikomotorik.> TPA
berkembang di Indonesia sendiri dilatar belakangi oleh banyaknya karyawati yang

bekerja di lembaga pemerintahan maupun swasta. Sehingga menimbulkan banyak

* Chatamarrasjid Ais, 2001, Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya
Bakti, him. 21

*Ibid, him 18

* Ibid, him 19



permasalahan terkait pengasuhan anak. Sehingga pada tahun 1963 Departemen Sosial
mulai mengembangkan TPA atau daycare sebagai Lembaga Kesejahteraan Anak
melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Pra-Sekolah dan Peraturan Pemerintan Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan

Luar Sekolah.

Adapun berdasarkan tempat atau bentuk dari TPA atau daycare menurut
Henrietta L dapat dikelompokan menjadi dua tipe.® Pertama Home/Family daycare
yang merupakan program penitipan anak dalam pengasuhan keluarga lain yang
biasanya masih ada hubungan keluarga atau tetangga terdekat. Biasanya usia anak
yang dititipkan masih berada dibawah 3 tahun. Sedangkan untuk tipe kedua yaitu
Group daycare yang pada umumnya berupa tempat penitipan anak secara khusus.
Biasanya anak-anak yang dititipkan anak yang usianya sudah lebih dari 3 tahun.

Karena alasan edukasi yang harus anak dapatkan sementara orang tua sedang bekerja.

Apabila terjadi penitipan anak antara pihak penitip dalam hal ini orang tua,
dengan TPA atau daycare akan timbul hubungan hukum antara keduanya. Namun
pada dasarnya, letak permasalahan hukum muncul di dalam konstruksi hubungan
hukum yang terjadi tersebut. Apakah konstruksi hubungan hukum yang terjadi
tersebut termasuk kedalam sebuah perjanjian dan dapat dikaji menurut hukum

perjanjian. Kemudian hubungan hukum tersebut termasuk kedalam perjanjian seperti

® L Henrietta Moore, 1998, Feminisme dan Antropologi, Jakarta, Obor, HIm. 41



apa. Apakah dapat disamakan dengan perjanjian penitipan, jual beli, tukar-menukar

atau lainya.

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian
menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat
(tidak bernama). Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang ketentuannya sudah
dikenal dan diatur dalam KUHPerdata. Misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa
dan sebagainya. Sedangkan perjanjian innominaat adalah perjanjian yang lahir dari
pekembangan yang ada dalam masyarakat dan tidak dikenal ataupun tidak diatur

dalam KUHPerdata.

Di dalam buku ke 111 KUHPerdata ruang lingkup perjanjian yang dijabarkan
terbatas dalam perjanjian yang secara jelas diatur atau dalam arti sempit. Perjanjian
dalam arti sempit memiliki pengertian sebagai hubungan yang timbul antara pihak di
dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Ketika
mengaitkan hubungan hukum yang terjadi dalam penitipan anak dan dikaji dalam
hukum perjanjian. Tentu nomenklatur penitipan yang tertulis tidak bisa serta-merta
bisa digandengkan pengaturannya dengan perjanjian penitipan barang, ataupun
memamakai pengaturan jenis perjanjian nominaat lainnya. Seperti Jual beli, sewa
menyewa, tukar-menukar. Hal ini dikarenakan ruang lingkup perjanjian tersebut
berhubungan dengan benda atau barang. Sekilas penitipan anak akan terlihat seperti

jual beli jasa, akan tetapi dalam jual beli jasa tidak ada perpindahan hak milik. Selain



itu, jasa sendiri tidak tergolong sebagai bentuk kebendaan sebagaimana dijelaskan

diatas

Terlepas dari konstruksi hubungan hukum dari TPA atau daycare. Tempat
Penitipan Anak eksistensinya di dalam hukum masih terlihat lemah, TPA atau
daycare tidak diatur pengaturannya didalam KUHPerdata ataupun Undang-Undang
lainnya. Tetapi perjanjian yang timbul dalam perjanjian TPA atau daycare ini juga
tidak dilarang penerapanya dalam hukum ataupun dalam kebutuhan praktek
masyarakat. Hal ini sesuai dengan sifat buku ke 11l KUHPerdata yaitu aanvulend
recht artinya sebagai pelengkap dan dapat dikesampingkan asal tidak bertentangan.
Selain itu juga buku ke Ill KUHPerdata memuat asas kebebasan dalam berkontrak

sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdata.

Karena perjanjian penitipan anak tidak diatur di dalam aturan Undang-
Undang, maka dalam pelaksanaan perjanjian akan sangat riskan apabila terjadi
wanprestasi. Acuan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaiannya tentu akan
lebih rumit. Sedangkan perkembangan TPA atau daycare semakin hari semakin
meningkat seiring permintaan masyarakat semakin meningkat. Di kota Palembang
sendiri Jumlah TPA atau daycare yang dilansir dari direktori pemerintah kota

Palembang tercatat ada 22 Tempat penitipan anak yang tersebar dikota Palembang.’

7 Palembang.go.id, Taman Penitipan Anak, www. Palembang.go.id/direktori, Diakses Pada
tanggal 02 Februari 2018 Pada pukul 09.13 WIB.



Namun ternyata, seiring perkembangan TPA atau daycare di Indonesia ada
beberapa kasus yang pernah menggemparkan terjadi di TPA atau daycare. Adapun
beberapa contoh kasus yang menunjukan beberapa kejadian kelalaian dan kekerasan
yang pernah terjadi di tempat penitipan anak antara lain kasus bayi Bagu Setiawan
yang berumur satu tahun tersiram air panas di TPA yang ada di kota Denpasar, Bali
pada tahun 2014 silam. Hal ini terjadi karena kelalaian sih penjaga dalam menaruh
air panas sehingga dapat dijangkau oleh balita tersebut dan menyebabkan balita
tersebut tersiram air panas diseluruh bagian dadanya sehingga menimbulkan
kecacatan.® Hal yang serupa pun terjadi di kota Jakarta, seorang balita yang sudah
berusia satu tahun lima bulan mengalami penyiksaan secara langsung di TPA
Pertamnia Jakarta. Akibatnya balita tersebut mengalami luka memar dibagian
wajahnya, sehingga kasus ini semakin menyita perhatian masyarakat.® Kedua kasus
tersebut adalah sebagian besar dari contoh kelalain yang terjadi di tempat penitipan
anak. Dilansir dari jejak pendapat wali anak yang sering menitipkan anaknya di TPA
atau daycare, Sebenarnya masih banyak permasalahan di TPA atau daycare yang
secara jelas menciderai perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak seperti,
pemberian asupan makanan yang tidak sesuai, fasilitas yang tersedia tidak selengkap
dengan apa yang diperjanjikan serta durasi waktu penjagaan yang sering tidak sesuai

dengan waktu yang telah disepakati.

®Republika.co.id, Balita Tersiram Air Panas di Tempat Penitipan Anak,
https://www.republika.co.id/, Diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 23.52 WIB.

°Sindonews.com, Balita diduga dianiyaya di Tempat Penitipan Anak Pertamina,
http://metro.sindonews.com.,diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 23.59 WIB.



Sehingga dari berbagai ulasana ini penulis sangat tertarik untuk membahas
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa anak menjadi objek
perjanjian dari jenis perjanjian di TPA atau daycare serta bagaimana bentuk
tanggungjawab yang akan diberikam oleh TPA atau daycare itu sendiri. Berdasarkan
berbagai ulasan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang
berjudul “ANALISIS TEMPAT PENITIPAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM

PERDATA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka perlu disusun rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaiamana karakteristik hubungan hukum dari pihak penitip anak dengan
pengelola penitipan anak menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana Upaya Hukum Penyelesaian yang diambil apabila terjadinya

wanprestasi terhadap perjanjian penitipan anak atau daycare tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik hubungan hukum dari pihak penitip anak

dengan pengelola penitipan anak menurut KUHPerdata.



2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak tempat

penitipan anak melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian
Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbagsih dalam ilmu
pengetahuan umumnya terkait perkembangan ilmu hukum dan khususnya
hukum perdata Indonesia.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi pemahaman secara
kontekstual kepada masyarakat umum khususnya penikmat layanan penitipan
anak agar melek terhadap perlindungan dan kepastian hukum dari perikatan
yang tercipta, terlebih agar lebih teliti dalam memilih tempat penitipan anak

yang aman dan legal dalam penjalanannya.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan terkait ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik hubungan hukum

dari pihak penitip anak dengan pengelola penitipan anak menurut KUHPerdata serta
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ruang lingkup terkait upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi
dari perjanjian tersebut yang dikaitkan dengan persfektif hukum keperdataan

Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian hukum kerangka Teoritis memiliki tiga peranan
utama, pertama, sebagai seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel
yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, kerangka teori menyusun antar
hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan
sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel
itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara
menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkait dengan variabel-
variabel lainnya.'® Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk membantu penulis
dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar
langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.**Kerangka Teori perlu
ditegakan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar
perbuatan coba-coba (trial and error).*?Adapun beberapa teori yang akan digunakan
penulis dalam penelitian guna menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

YAmirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004, him. 43.

K oentjaningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1990, him. 65.

'2 Sudaryono, Metodologi Penelitian, Depok: Rajawali Pers, 2018, him. 145.
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1. Teori Perjanjian
Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya,
hapusnya hak, atau menimbukan suatu hubungan hukum dan dengan cara
demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para
pihak. Terminologi perjanjian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
memiliki pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat secara
tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dimana masing-masing

pihak bersepekat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUHPerdata Suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan
selain dari Undang-Undang hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan secara
gramatikal oleh Pasal 1233 KUHPerdata. Artinya perikatan dapat terjadi apabila
ada sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Sehingga apabila telah
tercipta sebuah perikatan yang timbul dari sebuah perjanjian para pihak memiliki
hubungan hukum. Dimana hubungan hukum yang dimiliki para pihak adalah
untuk menjalanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah mereka

perjanjikan.

2. Teori Tanggung Jawab
Nomenklatur tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa
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boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut Hukum Perdata, dasar
dari sebuah pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua macam, Yyaitu
kesalahan dan resiko. Sehingga di dalam hukum sendiri dikenal adanya
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) yang biasa disebut

dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (strick liability)."

Abdulkadir Muhammad dalam teori yang diungkapkan didalam bukunya juga
menjelaskan pembagian teori tanggung jawab dalam hal perbuatan melawan

hukum (tort liability) yang dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:**

a) Tanggung jawab akibat melakukan perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah
melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau
mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan
kerugian.

b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena
kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan
(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah

bercampur baur (interminglend).

“Titik Tri Wulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka,
Jakarta, 2010, him. 49.

¥Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,
him. 503.



13

c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (strick liability), didasarkan pada perbuatannya
baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan
kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat

perbuatannya.

3. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Satjipto Raharjo, perlindunga hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga
prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.*™

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindunga hukum adalah perlindungan akan
harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.®
Sehingga dari beragam doktrin ahli terkait perlindungan hukum diatas, terkandung
implikasi pengertian bahwa perlindungan hukum merupakan representasi dari

bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Dimana

“Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, him. 53.
"*Philipus M. Hadjon, Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1987, him. 1-2.
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tujuan-tujuan hukum tersebut dapat terwujud apabila tercipta sebuah keadilan

(justice), kemanfaatan (benefit) serta kepastian hukum (legal certainty).

. Teori dan konsep wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan
debitur.*” Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.
Pihak yang melakukan wanprestasi secara tidak sengaja dapat dikarenakan tidak
mampu mmenuhi prestasi tersebut atau juga dikarenakan keterpaksaan untuk tidak
melakukan prestasi tersebut. Ada empat bentuk dari wanprestasi, Pertam apabila
pihak tersebut sama sekali tidak memenuhi prestasi. Kedua, prestasi tidak
dilakukan dengan sempurna. Ketiga, terlambat memnuhi prestasi. Keempat,

melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian.

Sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain
dapat melakukan tuntutan atas terjadinya wanprestasi tersebut. Menurut subekti

hal-hal yang dapat dituntut atas terjadinya wanprestasi adalah antara lain:*®

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;

4. Pembatalan perjanjian;

7 salim HS, Pengantar Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Jakarta, 2008, him. 180.
'8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,op.cit., hal. 53.
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5. Pembatalan disertai ganti rugi

Apabila pihak yang dituduh melakukan wanprestasi membantah telah
melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya tangkisan-
tangkisan dalam hal untuk membebaskan dari kemungkinan buruk dari

wanprestasi. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:

1. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (overmacht)

2. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (exception non
adimple contractus);

3. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas

pemenuhan prestasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tetapi juga didukung dengan
data lapangan yaitu wawancara sebagai salah satu penelitian yang digunakan

dalam mencari solusi kebutuhan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum
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normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.*®

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian yang dilakukan penulis ada dua pendekatan utama yang
dipakai untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu
pendekatan perundang-undangan atau (statue approach), pendekatan konseptual

(conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach).
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang (legislasi) dan regulasi yang bersangkutan paut
dengan isu hukum yang sedang dihadapi.2?Adapun produk legislasi dan regulasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua legislasi dan regulasi yang
memiliki relevansi dengan perjanjian antara tempat penitipan anak dengan pihak
penitip. Hal ini dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan

yuridis terkait perjanjian yang mengikat tersebut.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan pemahaman terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam dunia

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004, him. 13.

*Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016,
cetakan ke dua belas, him. 137
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hukum dan dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam
menjawab permasalahan dalam penelitian dengan cara melakukan pemahaman
terhadap variabel-variabel tersebut. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan
akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum,
konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahn dalam

penelitian hukum.
c. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)

Sedangkan untuk Pendekatan Sosiologis (sociological approach) adalah
pendekatan yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait
keadaan masyarakat secara lengkap dengan lapisan, struktur serta berbagai gejala
sosial yang sebenarnya menciptakan keterkaitan satu sama lain. Dengan
pendekatan ini, suatu kondisi sosial dapat diteliti dan dianalisa dengan faktor-
faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-

keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.*

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum
Adapun terkait bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai

landasan hukum dalam menyusun penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang bersifatnya mengikat,

seperti:

*!Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hl. 39.
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki peranan
sebagai bahan hukum yang membantu penulis dalam memahami secara
komprehensif terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa
doktrin para ahli atau pendapat hukum, hasil penelitian hukum serta berbagai
teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur hukum. Sehingga bahan
hukum sekunder dapat dengan mudah membantu penulis dalam memahami

sumber hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah seluruh bahan yang memberikan penjelasan
serta petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum
tersier yang digunakan dalam penelitian ini daimbil dari Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) dan kamus hukum yang memberikan penjelasan terkait
bebagai terminologi hukum yang termuat dalam sumber hukum primer dan

sumber hukum sekunder.

d. sebagai bahan pendukung, penulis juga menggunakan sumber data yang

didapat dari narasumber hasil wawancara dari:

1. Bunda Pengasuh tempat penitipan anak Rumah Belajar dan Bermain

Penguin JI. Arivai Palembang
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2. Kepala Sekolah Cipta Kreatif Bangsa Preschool dan daycare, JI.
Demang Lebar Daun, Palembang
3. Orang tua/wali anak yang sering menitipkan anaknya di TPA atau

daycare

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini
adalah studi kepustakaan. Alasan menggunakan studi kepustakaan dikarenakan
data yang dicari untuk menyusun penelitian ini adalah data sekunder. Studi
kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil
penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan sehingga berguna untuk
mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.”* Selain
menggunakan teknik studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data
lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pengurus

yayasan tempat penitipan anak yang tersebar dibeberapa daerah dikota Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum
Dalam penelitian ini teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan
adalah metode kualitatif. Metode analisis kualitatif sendiri merupakan metode
yang menguraikan secara deskriptif data primer dan data sekunder yang digunakan

dalam mengurai permasalahan dalam penelitian ini yang dielaborasikan berdasar

?? Definisi Menurut Ahli, Pengertian Studi Pustaka, https:/definisimenurutparaahi.com/
diakses tanggal 19 Januari 2019, pukul 00.30 WIB
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kepada peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara. Metode deskriptif
kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi, keadaan atau fenomena

secara nyata dan apa adanya.”®

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpula adalah dengan menyusun
hasil akhir penelitian sesua dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Adapun
kesimpulan yang dimaksud merupakan hasil akhir dari perumusan masalah atau
pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sebuah uraian permasalahan di dalam

penelitian.*

Untuk metode dalam penarikan kesimpulan sendiri menggunakan metode
penarikan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu menarik
kesimpulan dengan cara menarik data-data yang bersifat secara umum ke data-data

yang bersifat khusus.

** Sudaryono, Op, Cit., him. 82
**Beni Achmad Saeani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, him. 93.
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